
Menginga 

BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATT SAMBAS 

NOMOR 29 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANOUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT SAMBAS, 

d. bahwa dalam rangka elakesanakan ketentuan Peal 57 
ayat (5) den Pa.sad 59 ayat (5) Peraturan Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak 
Deerah sebagair.aca tel.ah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabu paten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Peru bahan Atas Peraturan Daenah Kabpaten Sambas 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu 
mengatur teknis pemungutan Bea Perolehan Hak atas 
Tana.h dan Bangunan, 

b. bahwa dalarm Peraturan Bupati Sambas Noror 31 Tahun 
2013 tentang Petunjuk Telenis Pemungutan Bea 
Perole han Hak at Tarah dan Bangunan masih terda pat 
ha-hal yang perlu diatur dan diganti; 

c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, memberikean 
arah dan betasan yang jelas dalam perungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan, maka perlu 
mengatur kembali Petunjuke Telenis Perungutan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

d. bahwa berdasarkan pertirbangan sebagamana 
dimaksud pada huruf dan b, perlu meneta pkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuke Telesis Perungutan 
Bea Perole han Hak atas Tana.h dan Bangunan; 

I. Undang-Undang Noror 27 Tahun 1959 tentang 
Peretapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Dara.h Tingkat I di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nonor 352) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1959 
No@nor 72, Tamnbaha Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820\ 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasa Pokok.Poleok Agraria (Lem.baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Noror 104, Tmnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 2043l; 



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981 tentang Hukum 
Acara idana (Lerbaran Negara Republike Indonesia 
Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagauiman.a telah beberape kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan PeerintAh Pengganti Undang 
Undang Noror S Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 198.3 
tentang Ketentuan Urum da Tat Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Notor 499/9 

5. Undang- Undang iomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Re pubi 
Indonesia Tahun 1997 Noor 40, Tambahan Lem baran 
Negara Republk Indonesia Nomor 368-4) 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Noor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahu 2000 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahu 
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paka 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987) 

7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Noor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189) 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200.33 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Noror 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286l 

9. Undang-Undang Nomor Tahu 2004 tentang 
Perbendahara.an Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pereriksaa Pengelolaan da Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Noror 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4400; 



, 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahu 2009 tentang Pajak 
Pe""" Reintus peerah ttzmbaran Negara Re pub 
Indonesia Tahun 2009 Norr 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nonroe 50494; 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tana.h Bagi Pembangunan Untuk 
epentingan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280) 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang 
Pemerintahan Darah (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua kahi diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintaha Daera.h (Lmbaura Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Normor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

4. Peraturan Pererintah Noor 27 TAhun 1983 tentang 
Pelak.naan Undang-Undang Nomor 8 Tahu 198l 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281); 

I5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahu 1986 tentag 
Tata Cara Pemeniksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 
Taunbahan Lembarn Negara Repubhik Indonesia Nomor 
33391 

6. Peraturan Pernerinta.h Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Noror 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3696 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangla Penagihan Pajak 
dengan Surat Paks (Lembaran Negara Repubhi 
Indonesia Thun 2000 Noor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4049], 

18. Peraturan Pererintah Noror 136 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Palkesa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomnor 248, Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noma 4050; 

19 Peraturan Pererintah Noor 14 Tahu 200 tentan$ 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daera.h 
(Lembaran Negara Republike Indonesia Tahun 2005 
Nomor 3I, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4488; 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan8 
Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578\ 

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentan~ 
TAtA Care Pemberian dan Peranfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daenah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20IO 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161 

22. Peraturan Pemerintah Nomor $5 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Permungutan Pajak 
Daerah (Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nome 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950l 

23. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
se bagauiman.a tela.h beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norar 21 Tahun 201 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan euangan Dara.h (Derita Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2011 Noror 310 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausaha.an dan Penyusunan 
Lapora Pertasnggurgarwat bean Benda.hara Sert# 
eryam paiannya, 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahur 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabpaten Sambas Tahun 20I Nomor l) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Dara.h Kabupaten 
Sambas Noror 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor $ "Ahn 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
w- ambas Tahun 2013 Noor 2l 

aerah Kabupaten Sambas Nornor 4 Thur 
g Pembentukan da Susunan Perangkat 
bupaten Sambas (Lembaran Daerah 
am bas Tahu 2016 Nomor 4, Tmbahan 
erah KAbu paten Sambas Norr 28\ 

MUTUSKAN: 

JPATT TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
EA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 

I 



Dalam Peraturan Bupati ini yang diraksud dengan 

I. Daera.h adalah Kabu paten Sambas 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagar 
unsur penyelenggara Pemerinta.han Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas 

4, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas yang selanjutnya dise but 
Badan, adalah Badan yang melaksanaka fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang keuangan 

$. Kpala Badan adala.h Kepala Badan Keuangan Daerah Kabu paten 
Sambas 

6. Kantor Pertanahan adala.h unit kerja Badan Pertanahan Nasional di 
wilayah kabupaten yang melakukan pendaftaran hake atas tanah dan 
pereliharan daftar umum pendaftaran tanah 

7. Kantor Lelang adalah unit kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara da 
Lelang di wilayah kabupaten yang melakukan penjualan barang yang 
terbuka untuk umum dengan penawaran ha.rga scare lie.an dan/atau 
tertulis yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 
tertingqi yang didahului dengan pengumuman lehang 

8. Pejabat Pembuat Akta Tana.h yang selanjutnya dis but PAT, adala.h 
Pejabat Urum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-ak ta 
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 
atat Hak Milik Atas Satuan Rumah Suun; 

9, Akta Permindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adala.h dokumen 
legal penetapan permindahan ha.k atas tan.ah da/atau bangunan dari 
satu pihake ke pihake lain. 

0. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adaah 
dokumen yang menyatakan telah terjadinya permindahan hak atas 
epemilikan tanah dan/atau bangunan, yang dapat berupa surat 
perjanjian, surat jual beli, surat hibah, surat waris, surat keputusan 
pemberian hak atas tanah dan/tau bangunan dan lain-lain yang 
meritiki kekuatan hukum 

IL. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
9PHT, adalah pajak atas perolchan hak atas tanah dan /atau bangunan 

I2Perolehan ha.k atas tanah dan/a.tau bangunan adala.h perbuatan ata 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan 

13. Hak atas tanah dan/atau bargunan ad.aah hak atas tan.ah, termasuk 
hak pengelolaan, beserta bangunan di at.as.ya, se bagaumana dimnak.sud 
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

14, Bangunan adalah koinstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara 
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /atau laut 



15. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adala 
besaran nila atau harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar 
pengenaa BPHTB 

16. Nilai Perolehan Objek Pajak Tdak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat 
NPOP'TKP, adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi dari nilai 
atau harga objek pajak yang tidake dikenakan pajak 

7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP, adala.h harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara waar, 
dan bilamane tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaui 
perbandingan harga dengan obiek lain yang sejenis, atau nilai perole han 
baru, atau NJOP peng&anti 

I8. Harga transaksi adalah harga jual beli yang terjadi dan telah disepakati 
oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

19 Nilei Pasar adalah hanga rata-rata dani transaksi jual beli secara wajar 
yang terjadi di sekitar letak taah dan/atau bangunan 

20. Jual beli adalah perolehan ha.k atas tanah dan bangunan oleh per beli 
dari penjual yang terjadi melalui jual beli, dimana atas perolehan terse but 
pembeli menyerahkan sejumla.h tang kepada penjual dengan sahinan 
bukti kuitansi atau bukti lain yang sah 

2l Tukar menukar adalah perolehan ha.k at.as tanah dan /ataru bangunan 
yang diterima oleh seseorang atau suatu Sadan dari pihake lain dan 
sebaga gantinya orang atau Badan terse but memberikan tanah dan/ata 
bangunan yang dirilikinya kepade pihake lain terse but sebagai pengganti 
tanah dan/atau bangunan yang diterimany.a 

22. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang 
diperoleh seorang penerima hibah yang berasal dani pemberi hibah pada 
saat pemberi hibah masih hidup 

23. Hibah Wasiat adalah suatu penetapen wasiat yang khusus mengena 
pemberian hake atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau 
badan hukum tertentu, yang berlaku stelah pemberi hibah wasiat 
meninggal dunia 

24 Waris adala.h suatu perole han ha.k atas tanah dan/atau bangunan yang 
diperoleh seorang ahhi waris dari pewaris/ perilik tanah dan /atau 
bangunan, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia 

25. Perasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 
pengahihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi ata 
badan kepada Perserodun Terbat.as atau bad.an hualum lainnya se baga 
penyertaan modal pada Perseroan Terbatas at&u bad.an hukum lainnya 
terse but. 

26. Persisahan hak yang mengakibatkan perahihan adalah pemindahan 
se bagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribad 
atau Badan kepada sesama pemegang hak bersama 

27. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan perenang lelang oleh 
pajabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang 



28. Pelaksanaan putusan hakin yang telah mempuny@i kekuatan hukurn 
tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terjadi dengan 
perahihan hak dari orang pribadi atau Bada Hukum sebagai pihak yang 
semula meriliki suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang 
ditentukan dalam putusan hakim menjadi perilik baru tan.ah dan/atau 
bangunan terse but 

29, Penggabungan usaha adala.h penggabungan dari dua bad.an usaha atau 
le bih dengan cara tetap empertahankaan berdirinya salah satu bad.an 
usaha dan melikuidasi bad.an usaha lainnya yang menggabung 

30. Peleburan usaha adalah penggabungan dani dua atau ebih badan usaha 
dengan cara mendirikan badan us.aha baru, dan melikuidasi badan-bad an 
usaha yang bergabung terse but 

L. Pemekaran usaha adalah perisahan uatu badan usaha menjadi dua 
badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru, d.an 
mengahihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada bad.an usaha baru 
terse but yang dilakukan ta.npa melikeuidasi badan usaha yang lama. 

32. Hadiah adala.h satu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas 
tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
hukum kepada penerima hadiah 

33, Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hake adalah per berian 
hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah 
yang berasal dani pelepasan hake 

34. Pemberian hak baru di luar pelepasan hake adalah pemberian hak baru 
atas tan.ah kepada orang pribadi atau baden hukum dari negara menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

35. Hake ilik dalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang da pat 
dipunyai orang pribadi atau baden-badan hukum tertentu yang 
ditetapkan oleh pemerintah 

3%. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dalamn jangka waktu sebagaimana yang ditentukan 
oleh perundang-undangan yang berla.ku 

37Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunya 
bangunan-bagunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
angka waktu yang ditetapk.an seua peraturan perundang-undanga.n 
yang berlaku. 

38. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memurgut hasi 
dari tanah yang dikuasad langsung oleh negara atau tanah milike orang 
lain, $ang memberi wewenang dan kwajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian dengan perilik tanahnya, yang bukan perjanjian 
sewa menvewa at.au perjanjian pergola.han tacnah, segala sesuat 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku 

39 Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang 
bersifat perseorangan dan terpisah, meliputi juga hak ates bagian 
bersama, benda bersama, dan taah bersauna yang semuaya mer pa.k.an 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan 



40. Hak pengelolaan adalah hak enguasai dari negara yang kewenagan 
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara 
lain berupa perencanaan peruntukkan dan penggunaan tanah, 
penggunaan tanah untu.k keperluan pelaksanaan tugas.nya, penyerah.an 
bagian-bagian dari tanah terse but kepada pihake ketiga dan/atau 
bekerjasama dengan pihake ketiga 

41 Konversi hak adalah perubahan hak dari hake lama menjadi hak baru 
menurut Undang- Undang Pokok Agraria, termask pengakuan hake oleh 
pemerintah 

42. Wakaf adalah perbuatan hukurm orang pribadi atau badan yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak mihik 
tan.ah dan /atau bangunan dan melem bagakanmya untuk selama-lamanya 
untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnva tan pa 
imbalan a pa pun. 

43. Obiek Pajak Bea Perolehan Mak atas Tana.h dan Bangunan Yan8 
elanjutnya disc but Objek Pajak adalah Perolehan Hake atas Tanah 
dan/atau Bangunan 

44. Subjek Pajak Bea Perolehan Mak atas Tana.h dan Bangunan yang 
selanjutnya dise but Subijek Pajak adalah orang pnibadi atau Badan yang 
memperoleh Hak ts Tarah dan/atau Bangunan. 

45. Wajib Pajak De Perolehan Hak at.as Tana.h dan Bangunan yang 
elanjutnya dise but Wajib Pajak adalah orang prtbadi atau Badan yang 
mnemperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan 

46. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

47, Perurgutan adalah serangkaiaen kegiatan mulei dari penghimpunan data 
objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawas.an 
penyetorannya. 

48. Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberikan wewenang peuh kepada wagib pajak untuk menghitung. 
memperhitungkan, men bayar dan mela pork.an sendiri besarmy u tang 
pajak. 

49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pererintah Kabupaten Sambas 

50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat $PTPD, 
adala.h surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpaakan daerah 

5I Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakeulean dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 



52. Surat Setoran Pajak Dae-rah Bea Perolehan Ha.k atas Tana.h dan/atau 
Bangunan yang selanjutnya disingkat SsPD BPHTB, adalah 
blanko/ formulir yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daera.h atau ten pat 
lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data 
perolehan hak at.as tanah dan /atau bang unan 

53. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan Kurang 
Bayar yang selanjutnya disingkat SKBPHTBKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jurlah pokok pajak, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar 

54, Surat Ketetapan Bea Perole ha Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang 
Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkant $KB9HT9BT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
telah ditetapkan 

55. Surat Ketetapan Dea Perolehan Hake ata Tan.ah dan Bangunan Lebih 
Bayar yang slanjutnya disingkat 8BPHTBLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah leele bihan pembayaran paak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada papa Yang terutang a0a 
se harusnya tidak terutang 

56. Surat Taghan Bea Perolehan Hak atas Tarah den Bangunan yang 
elanjutnya disc but Surat Tagihan BPHTB, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pjak den/atau sank.si administratif berupa bunga 
dan/atau denda 

57, Surat Keputun Pembetulan adala.h surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penera pan 
etentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpaakan 
daerah yang terdapat dalam SKBPHTBKB, SKBPHTBKBT, SKBPHTBLB, 
Surat Tagihan BPHTB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan 

58. Surat Keputusan Keberatan adalah urat keputusan atas keberatan 
terhadap SBPHTBKB, SKBPHTBKBT, 8KBPHTBLB dan Surat Tagihan 
94TB, Surat Keputusen Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau 
terhadap pemotorngan atau pemungutan oleh pihake ketiga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak 

59. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak ata 
Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 
banding, berdasark.an ketentuan peraturan perundage-undangan 
perpajakan yang berlaku. 

60. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

6 Penelitian adala.h serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilaif 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lam pirannya 
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya 

62. Penelitian lapangan adalah rangkaian kegiatan menghimpun data, 
keterangan, dan/atau bukti untuk mencocokkan data dalam $9PD 
BPHTB dengan data yang ada di lapangan. 



63. Validasi adalah pengesahan terhadap $sPD BPHTB berikut 
kelengkapannya 

64. Pereriksaan adala.h serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suau standar pemeniksaan untuk mnengu 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundange- 
undangan perpajakaan daera.h 

6.5. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adala.h 
serangkaian tindakan yang dilakulean oleh Penyidike untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

66. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sambas yang diberi wewenang khusus se baga 
penyidik untuk melakukan penyidilean tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah ssui dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

67. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak daera.h yan8 
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, perberitahuan surat paksa, 
penyita.an dan penvandera.an. 

68. Pengurangan adala.h mengurang sebagian jumah pajak yang seharusnya 
wajib dibayar oleh Wajib Pajak yang dilaksanakan setelah ditetapkar 
dengan Keputusan Bupati 

69. Keringanan adalah meringanka Wajib Pajak dari kewaiban membayar 
pajak dengan cara mengangur atau memberikan 
kelongaran/perpenjangan waktu tan pa mengurangi besaran paal yang 
se harusnya dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

BAB I 
MAKSUD DAN TUJUAN 

juke Teleis emungutan Bea Perolehan Ha 
lala h ebaga pedoran dalam melaksana.k.an 
lak atas Tana.h dan Bangunan. 

juke Tekis Perungutan Bea Perolehan Hak 
dala.h untuk memberikan kepastian hukum 

Bea Perole ha Hake atas Tarah dan 

BAB III 
TARIF DAN CARA PERHITUNGAN 

agia Kesatu 



(I Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP 

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (I4, dalarm hal 
a. Jual beli adalah harnga transaksi; 
b Tkar merukar adalah nilai pasar; 
c, Hibah adalah milai pasar; 
d. Hibah wasiat adala.h nia pasar; 

e. Waris adalah nilai pasar; 
f Pemasukan dalamn perseroan atau badan hukum lainnya adala.h nla 

pasar; 

g Permisahan hak yang mengakibatkan perabihan adalah nilai pasar; 

h, Peralihan hak karena pelaksanaan putu«an hakim yang mempunyal 
kekuatan hukum tetap adala h rilai pasar; 

i. Pemberian hak baru atas tanah c bagaui kelarjutan dani pelepas.an ha 
adalah ilai pasar; 

j. Pemberian hak bar at.as tan.ah di luar pelepasan hak adala.h nila 
pear; 

le Penggabungan usaha aalah milai pasar; 
t Peleburan us.aha adala.h milai pasar; 
m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar; 
n. Hadiah adalah milai pasar; dan 
o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 

tercantum dalam risalah lelang 

(3) Jika NPOP ebagamana dimaksud pada ayat (2l huruf a sampai dengan 
huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NOP sang digunak.an 
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 
perolehan, makaa NPOP yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan 

(4) Dalam had NJOP Pajak Buri dan Bangunan se bagaimana dimaksud pada 
ayat () belum ditetapkan padd saat terutangnya BPHTB, maka NOP 
Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan 
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh instansd 
berwenang atau menggunakan NOP tahun sebelumnya. 

(I) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Ry. 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah) untuk setiap perolehan hak. 

(2 Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluanga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke at.as atau satu derajat ke bar wah dengan 
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NpOTKP ditetapkan sebesar 
Rp. 300.000.000,00 (tga ratus juta rupiah). 



Bagian Kedua 
Tanif 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen 
Bagian Ketiga 
Pertitungan 

Besaran pokok BpHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan tarif 
e bagaimana dimaksud dalam Pascal 5, setelah dikurangi NPOPTKP 
se bagaimana diraksud dalam Pasal 4. 

BAB IV 

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENELITIAN DAN PEMBAYARAN 

Bagan Kesatu 
Tata Cara Penyampaian 

Pasad T 

(I) Wajib Pajak mengurus akta permindahan hake atas tan.ah dan /at.au 
bangunan melalui Kantor Pertanahan at.au Kantor Lelang a au 
ppAr/Notaris sesuai peraturan perundang-undangan 

(2) Wajib Pajak menghitung dan mengisi blanko,/ formulir $9PD BPHTB 
sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Baden 

(3) Blanko/ formufir 88PD BPHTB wa,jib diisi dengan jelas, benar dan 
lengkap erta ditandatangai oleh Wjib Pajak atau Kuasanya disertai 
dokumen lam pirannya 

(4) Wajib Pajak menyampaikan blanko/ formulir S8PD BPHT beerta 
dokumen lampirannya kepada Badan untule dilakeukan pendaftaran atas 
9pens yang terutang sekaligus melaporkan data perolehan hake atas 
tanah dan /atau bangunan 

(5] Contoh bentuk dan isi $9PD BPHTB ebagaimana tercantum pada 
Lampiran I huruf A Peraturan Bupati ini. 

(I) Kelengkapan dokeumen peraihan/ perindahan hak atau 
perole han/ pemberian hak baru at.as tan.ah dan/at.au bangunan karena' 
a. Jual beli atau tukar menukar, terdiri dari: 

• 99PD BPHTB; 



2 Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 
Wajib Pajak; 

3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak kepada Kuasanya, 
dalam hal pengurusa BPHTB dikuasakan; 

4. Fotocop KTP perihik tanah selaku penjual. (Mika perilik tanah 
sudah meningeal, maka photocopy KTP ahli waris, Surat 
Keterangan MWeris dan Kartu Keluarga); 

5. Fotocop kTP pembeli; 
6. Foat0copy sertifikat objek paja; 
7. Fotocopy SsPPT PBB dan tanda bukti lunas BB tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NOP PBB yang diterbitkan oleh instans 
berwenang. atau sPT PB dan tanda bukti lunas PBB tahun 
sebelumnya; dan 

8. Sket lolasi yang disertai photo objek pajak 

b. Hibah, terdiri dart 
s9PD BPHTB 

2. Surat Pernyataa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 
Wajib Pajak; 

3. Surat Kua bermaterad cukup di Wajib Pajak kepala Kuasanya, 
dalam hal pengursan BPHTB dikuasakan; 

4. Surat Pernyataan/Aleta Hibah beraterai ukup dari pemberi 
hibah kepada penerima hibah disertai dengan para saksi; 

5. otocopy Kartu Keluarga pemberi hibah dan penerima hibah; 
6. Fotoopy TP pemberi hibah, 
7FotOcopy KTP penerima hibah; 
8. Fotocopy srtifkat objek peak; 
9. Fotocopy $pPT PBB dan tanda bukti lunas BB tau perolehan, 

atau Surat eterangan NJO PBB yang diterbitkan oleh instans 
berwenang atau Sppr pBB dan tanda bukti lunas PBB tah un 
sebelumnya; dan 

10. Sket lokasi yang diserta photo objek pajak 

e. Hibah Wasiat, terdiri dari 

• $8PD BPHTB; 
2 Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengurusea BpHTB ikuasakan; 
4. Surat Pernyataan/Akta Hibah Wasiat bermaterai cukup dar 

pemberi hibah wasiat kepada penerima hibah wasiat diserta 
dengan para saksi; 

5. Surat Keterangan Kematian pemberi hibah wasiat yang diterbitkan 
oleh pihak berwenang 

6. Fotocopy Kartu Keluarga pemberi hibah wasiat dan penerima 
hibah wasiat; 

7. Fotocopy KTP penerima hibah; 



8. Fotocopy sertifikat obijek pajak; 
9. Fotocopy SPPT PBB dan tanda bukti lunas PBB tahun perolehan, 

atau Surat eterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh instanst 
berwenang, ata sPPT PBB dan tanda bukti lunas PB.B tahun 
se be lumnya, dan 

10. Sket lokasi yang disertai photo objek pajak 

d. Waris, terdiri darit 
L. $9PD BPHTB; 
2 Surat Pernyataan bermaterad cukup yang ditandatangani oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermatera cukup dari Wajib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengurusac 994TB dikuasak.an; 
4, Surat Keterangan/Akt Wais bermaterad cukup yang 

ditandatangani oleh penerima waris disertai dengan para saksi; 
5. Surat Keterangan Kermatian pemberi waris yang diterbitkan oleh 

pihak berwenang 
6. Fotocopy Kartu Keluaga pewaris da penerima waris, 
7. Fotocopy TP penerima warise, 

8. Fotocopy sertifkat objek peak, 
9. otocopy SPPT PBB dan tanda bukti lunas PB8 tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh instansi 
berwenang. atau $PT PBB dan tanda bukti lunas PB.B tahun 
we belumnya, dan 

10. Sket lokasi yang diserta photo objek pajak 

e. Penunjukan pembeli dalam lelang, tendiri dari; 

1. 8PD BPHTB 
2Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Waib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengursan BP4TB dikuaaka, 
4, Fot0copy Risalah Lelang yang diterbitkan oleh pihak berwenang 

diserta kuitansi pembayran hasl lelang 
5. Fotocopy KTP pemenang lelang 
6. Fotocopy sertifikat objek pajak; dan 
7pot0cop 8ppr PB dan tanda bukti luna PB tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NOP p9 yang diterbitkean oleh instansi 
berwenang, ata $ppr pss dan tanda bukti lunas PBB tahun 
se belumnya, 

f Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terdiri dari 

I, SPD BPHTB: 
2 Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatangauni oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengurusan BPHTB dikuasakar, 



4. Fotocopy Putusan Hakim; 
5. Fotocopy KTP pihak pemenang yang ditetapkan dalam Putus-an 

Hakim; 
6. Fotocopy sertifikat objek pajal, 
7. Fotocop sPPT PBB dan tanda bukti lunas BB tahun perolehan, 

tau Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh instans 
berwenang, ata sPPT PBB dan tanda bukti lunas PBB tahun 
se be lumnya, dan 

8. Sket lokasi yang disertai photo objek pajak 

g. Hadiah, terdiri darit 

$9PD BPHTB, 
2. Surat Pernyataan bermateras cukup yang ditandatangani oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengurusan BPHTB dikuasaan 
4 Fotocopy dokeumen keputusan pemberian hadiah yang diterbitkan 

oleh pihake berwenang 
5. Fotocopy kTP penerima hadiah; 

6. Fotocopy sertifikat objek pajak; 
• Fotocopy SPpT 9BB dan tanda bukti lunas BB tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh instansi 
berwenang. atau sPPT PBB dan tanda bukti lunas PB.B tahun 
se belumnya, dan 

8. Sket lokasi yang disertai photo objek pajak 

h. Pemberian hak baru se bagai kelanjutan pelepasan hak dan pemberian 
hake dilur pelepasan hak, terdini dari: 
• $PD BPHTB; 
2 Surat Pernyatan bermatera cukup yang ditandatangani oleh 

Wajib Pajak; 
3. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Waib Pajak kepada Kuasanya, 

dalam hal pengurusa pp dikuaakan, 
4, Fot0copy Surat Pernyataan/ Surat Penyera.han disertai Surat 

Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh pihak berwenang 

5. Fotocopy KTP penerima hak baru; 
6. Fotocopy sPPT PBB dan tanda bukti lunas BB tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NJ09 pB yang diterbitkan oleh instansi 
berwenang, ata 8ppr pss dan tanda buketi lunas PB tahun 
sebelunya, dan 

7 Set lokas yang disertai photo objek pajak. 

i. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan ha.k 
yang mengakibatkan perahihan, penggabungan usaha, peleburan 
aha dan pemekaran usaha, terdiri dari 
I. S8PD BPHTB, 



2Surat Pernyataan bermaterai cukup yang ditandatagani oleh 
Wajib Pajak; 

3. Surat Kuasa bermatera cukup dari Wai Pajak kepada Kuasanya, 
dalam hal pengurusan BPHTB dikuasakan, 

4. Fotocop Surat Keputusan atau Ate Pera.sukan Hake Permisahan 
Hak/Penggabungan Usaha/Pemekaran Usaha yang diterbitkan 
oleh pihake berwenang dan ditandatangani para pihak terkat, 

5. Fotocopy TP para piha.k yang terkait; 
6. Fotocopy sertifikat objek pajak, 
7. Fotocopy $sPPT PBB dan tanda bukcti lunas BB tahun perolehan, 

atau Surat Keterangan NOP PBB yang diterbitkan oleh instans 
berwenang, ata sPT PB dan tanda bukti lunas PBB tahun 
sebe lumnya; dan 

10. Sket lokasi yang disertai photo objek paja 

(2) Contoh bentuk dan isi Surat Pernyataan dan Surat Kuas s bagaimaa 
tercantum pada Laur piran hurufB dan hurufC Peraturan Bupati ini 

Bagian edua 
Penelitian 

I) Badan melakukan penelitian terhadap dokumen peralihan/ pemindahan 
hak atau perolehan/ pemberian hake baru at.as tanah dan /atau bangunan 
yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya se belum dilak ukan 
pembayaran atas 8$Pp PHTB yang bersangkutan 

(2) Penelitian se bagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 
• Kebenaran informasi yang tercantum dala 88PD BPHTB yan8 

meliputi 
I. Kesesuaian nomor objek papa yang dicantumkan dalam S8PD 

BPHTB dengan nomor objek Pajak sang tercantum dalam fotokopi 
sPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data 
PBB-P2; 

2 Kesesuaian NJOP bumi per meter persegyang dicantumkan dala 
$9PD BPHTB dengan NOP bumi per meter persegi pada basis 
data PBB-P2 

3. Kesesuaian NJ0P Bangunan per meter persegi yang dicantumkan 
dalam 8sPD BP4TB dengan NOP bangunan per meter perseg 
pada basis data PBB-P2, 

4. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOP 
tidak kena Pajak, tarif, penge an atas objek Pajak tertentu, 
BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan 

5. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya 
pengurangan yang dihitung sendiri 

b. Kelengkapan dokeumen perahihan/permindahan hak atau 
perolehan/ pemberian hake baru atas tanah dan/atau bangunan 
sebagai lampiran SSPD BPHTB 



(3) Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [2), 
ditemukan perbedaa NPOP antara yang dila porkan dengan basis data 
BPHTB yang dimiliki oleh Badan, dan/atau diperlukan data atau bukt 
lain, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan penelitian la pangan 

[4) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan/atau penelitian la pangan 
terdapat perbedaan atau selisih antaura BPHTB yang disampakan denga 
BPHTB yang seharusnya dibayar, maka Wajib Pajak diminta untuk 
memperbalei dan mengganti 39pp 9PHTB esuai dengan hasil penelitian 
yang telah dilakukan. 

Pasal IO 

(I Untuk kepentingan kelancaran pemeniksn dokumen pp4TB, Sadan 
dapat melakukan peranggilan kepala Wajib Pajak beak scare lisan 
ma pun tertuhis 

(2) Wajib Pajak atau Kuasanya wajib memenuhi panggilan sebagamana 
dimaksuad pada ayat (l] ssuai dengan waktu yang telah ditentukan 
oleh Badan 

(3) Apabila terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak 
dengan data yang diperoleh Badan, maka dituangkan dalam Berita Acar 
Klarifikau. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau uasanya tidak memenuhi panggilan 
se bagamana dimaksud pada ayat (l), make pemeniks@an dokumen 
BPHTB tetap dilanjutlan dengan berdasarkan data yang ada pada 
bad an. 

Pas.al 1l 

(l Wajib Pajak melakukan pembayarn BPHTB sang terutang setelah 
memperoleh konfirmasi hasil penelitian dari Sadan terkauit kebenaran 
informasi yang terantum dalam 89PD BPHTB serta kelengkapan 
dokumen lampiran 8$PD BPHTB 

(2) Pembayaran BPHTB sang terutang dilakukan sekaligus dan lunas ke 
rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk dengan menggunak.an 
s8PD BpHT9 Atat melalui transfer ke rekening Kas Daerah 

(3) $88PD BPHTB ebagairman.a dim.alead pad.a ayat (2 sekaligus berfungsi 
se bagad sprpD sang merupakan sarana untuk melapork.an data perole han 
hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Bu pati melalui Badar 

(4) Dalam had BPHTB yang terutang Nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi 
$8PD BPHTB dengan keterangan Nihi 

(5] SSPD BPHTB Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (4] wajib diketahui 
oleh Kantor Pertanahan atau Kantor Lelang atau PAT/Notaris 

(6) Contoh perhitungan BPHTB yang terutang sebagaimana tercantum pada 
Lampiran I huruf D Peraturan Bupati ini. 



BPHTB yang terutang wajib dibayar sebelum 
a. Ditandatanganinya akta, dalam hal perolehan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan karena jual beli, tukar memukar, hibah, hibah wasiat, 
pemasuk.an dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan ha 
yang mengalkibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, 
pemekaran usaha, at.au hahiah; 

b. Dilakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran perahihan hak 
atas ta.nah oleh Kepala Kantor Pertana.han, dalam hal perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan karena waris 

e, Diterbitkannya surat keputusen pemberian hake, dalam hal perolehan hale 
atas tan.ah darn/atau bangunan arena putusan hakin, pemberian ha 
baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, dan pemberian hak baru 
diluar pelepasan hake; dan 

d. Risalah Lelang untuk pemenang lelang ditandatangai oleh Kepala Kantor 
yang membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam ha perolehan hale 
karena lelang 

BAB V 

VALIDASI 

Pad 13 

() $sPD BPHTB yang telah di cap lunas oleh Bank, disampaikan kembadi 
oleh Wajib Pajak atau uasanya kepada Badan dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) hani kerja sejak tanggal pembayaran, diserta dengan 
kelengkapan dokumen pemindaha hake 

(2) Berdasarkan bukti lunas sebagairan.a dimaksud pad.a ayat () Badan 
melakukan validasi terhadap $8PD BpHTB terse but. 

(3) 99PD BPHTB ang telah divalidasi menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
melakukan proses perindahan hak selanjutnya. 

(l) Pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani akta peminda han 
hak, perole han hak, keputusan pemberian hak, dan risalah lelang atas 
pengahihan hak atas tanah dan /atau bangunan ape bile Wajib Pajak da pat 
menunjukkan bukti tanda lunas pembayarn 9pp yang terutang 

(2 Pejabat yang berwenang sebagaimana dimnaksud pada ayat (I) adalah 
Pejabat Kantor pertanahan atau Kantor Lelacng at.a PAT /Notaris, atau 
pejabat lain yang diberi wewenang sesuad ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasad 15 

BPHTB dipungut secara Self Assessment 



(1) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 

(2) Perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, ditetapkan 
a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya 

akta; 
e. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangarinya akta, 
d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 
e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftark.an 

perabihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 
f Pemasulean dalam perseroan atau bad.an hukeum lainnya adala.h seja. 

anggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 

g. Perisahan hak yang mengalibatkan perabihan adalah sejak tangs 
dibuat dan ditandatanganinya akta; 

h. Putusan hakim adalah ejak tanggal putusan pangadilan yang 
mempunyai kekuatan hukeum yang tetap; 

i. Pemberian hake baru atas tan.ah s bagai kelanjutan dari pelepasan ha 
adalah sejak tanggal diterbitknya surat keputusan pem berian hak; 

j. Pemberian hak baru di luar pelepasen hak adalah sejak tang8al 
diterbitkasnya surat keputuan perberian hake; 

k. Penggabungan usaha adalah sejak tang.gal dibuat dan 
ditandatanganinya akta; 

I. Peleburan usaha adalah sejak tang&al dibuat dan ditandatanganinya 
akta; 

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanga dibuat dan ditandatanganinya 
akta, 

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan 
o. Lelang adala.h sejak tanggal penunjukkan pemenang lelag 

Pal 17 

(I) Kepala Badan atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan Kurang Bayar a pa bila 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah BPHTB yang 
terutang tidak atau kurang dibayar 

() Jumlah kekurangan BPHTB yang terutang dalam Surat Ketetapan Dea 
Perole ha Hak atas TAah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaima.na 
dimaksuad pada ayat (I] ditam bah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebes 2% (du.a persen] sebulan untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya BPHTB 
sam pai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 
Tana.h dan Bangunan Kurang Bayar 

(3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang 
Bayar disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak 
diterbitkan disertai dengan tand.a penerimaan Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar oleh Wajib Pajak 



(4) Wajib Pajak harus melunasi BPHTB yang terutang dalam Surat Ketetapan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar paling 
lam bat 30 (tiga puluhj hari wejak tanggal Surat Ketetapan Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Baryar diterbitkan dengan 
menggunaka Surat Setoran Pajak Daerah atau melalui transfer ke 
rekening Kas Daerah. 

5) Contoh bentuk, isi dan perhitungan Surat etetapan Bea Perolehan iak 
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana tercantum pad.a 
Lampiran II huruf A dan huruf B Peraturan Bu pati ini. 

(l) Kepala Badan atas hara Bupati da pat merer bitkan Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hake ta TAah dan Bangunan Kurang Bayer Tam ba han 
apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum 
terungap yang menyebabkan penambahan jurlah BPHTB yang terutang 

(2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang 
ayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak dapat 
diterbitkan se belum didahului dengan penerbitan Surat Keteta pan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pas1 7, 

(3) Jumlah kekurangan BPHTB yang terutang dalam Surat Ketetapan Dea 
Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan 
e bagaimana dimaksud padd ayat (l) ditam bah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaka.n sebes 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan 99HT terse but kecuali wajib pajak melaporkan sendiri 
sebelum dilakukan tindakan penerile.an 

(4) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang 
Bayar Tambahan dapat diterbitkan lebih dani I (satu) kali untuk masa 
pajak atau tahun pajak yang sama, sepanjang ditemukan lagi data yang 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB 
terutang 

(5) Surat Ketetapan Bea Perolehan ak atas Tana.h dan Bangunan Burang 
Bayar Tambahan harus disampakan kepada Wajib Pajak paling lambat T 
(tuajuh) hari sejake diterbitkan disertai dengan tanda penerimaan Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Kura.ng Bayar 
Tambahan oleh Wajib Pajak. 

(6] Wai Pajak harus melunasi BPHTB yang terutang sebagaimana 
tercantum dale Surat Ketetapan Be Perolehan Hak atas Tana.h dan 
Bangunan Kurang Bayar Tar.bah.an paling lam bat 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan 
Bangunan Kurang Bayar Tambahan diterbitkan dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak Daerah atau melalui transfer ke rekening Kas 
Daerah. 

(7) Contoh bentuk, isi dan perhitungan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak 
atas Tana.h dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I hurufC dan huruf D Peraturan Bupati ini 



(l) Kepala Badan atas nama Bu pati dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea 
Perole han Hak atas Tanah dan Bangunan apa bila 
a. BPHTB yang terutang tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari hasil pemeniksaan SSPD BPHTB terdapat kekuran8an 

pembayara pHT sang terutang sebagai akibat salah tulis dan ata 
salah hitung dan 

e. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan a al 
bunga 

(2) Jumlah BPHTB yang terutang. yang tidak atau kurang dibayar dalam 
Surat Tagihan Bea Perolehan Flak atas Tana.h dan Bangunan 
se bagairana dimaksuad pada ayat (l) huruf a dan huruf b ditambah 
sank.si administrasi berupa bunga sbesar 2 % (dua persen) sebulan 
untuk jangka waktu paling lama 15 (lira belas) bulan sejak seat 
terutangnya BPHTB. 

(3) Wajib Pajak harus melunasi BPHTB yang terutang sebagaman tercan tum 
dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan paling 
lam bat 0 (tiga puluh) hari seja.k taggal Surat Tagihan Bea Perolehan 
Hak atas Tana.h dan Bangunan diterbitkan dengan menggunakan Surat 
Setorn Pajak Daerah atau melalui transfer ke rekening Kas Daerah. 

(4) Contoh bentuk dan ii Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah darn 
Bangunan sebagaimana tercantum pad.a Lampiran II huruf E Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VIL 
PEMBETULAN DAN PENGURANOAN 

Bagian Kesatu 
Per betulan 

(l) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat 
membetulkan Surat Ketetapen Bea Perole han Hak ata Tana.h dan 
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perole han Hak atas Tana.h 
dan Bangura Kurang Bay Tar bah.an ata Surat Tgiha.n Bea 
Perole han Hak atas Tarah dan Bargunan yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesala han hitung dan/atau kekeliruan 
penerapan BPHTB 

(2 Tata cara pembetulan Surat Ketetapan Bea Perole han Hake atas Tana.h 
dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Bea 
Perole han Hak atas Tana.h dan Bangunan atas permohonan Wa jib Pajak 
se bagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan sebagai berikeut : 
a. Permohonan pembetulan diajukan kepada Bu pati melalui Badan 

dalam jangla waktu 30 (tiga puluhj hari setelah Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang 
Bayar Tambahan sebagaiman.a diraksud pad.a ayat (I) diterima, 
kecuali apabila Wai Pajak dapat menunjukkcan bahwa jangka waktu 
terse but tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 



b. Surat Ketetapan Bea Peroleha Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang 
Bavar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hake atas Tanah dan Bangunan 
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Bea Perolehan Flak atas 
Tana.h dan Bangunan yang aka dibetulkan dilakukan penehitian 
administrasi atas kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan pp4TB; 

c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [J 
hurufb ternyata terdapat kesalahan tuhis dan/atau kesalahan hitung 
da/atau kekeliruan dalam penerapan 99HTB, aka Surat Ketetapan 
Bea Perole han Hak atas Tana.h dan Bangunan Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hake ates Tarah dan Bangunan Kurang 
Baar Tambahan atau Surat Tagthan Bee Perole han Hak atas Tan.ah 
dan Bangunan terse but dapat dibetulkan; 

d. Pembetula Surat Ketetapan Bea Perolehan Ha atas Tana.h dan 
Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 
Tana.h dan Bangunan urang Bayar Tambahan at.au Surat Tagihan 
Bea Perole han Hak atas Tarah da Bangunan sebagairana dimaksud 
pad.a ayat (2] huruf e dilakukan dengan menerbitkan eputusan 
per betulan Keteta pan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan, 
atau Keputusan Pembetulan Tagihan Bea Perole han Hak atas Tana.h 
dan Bangunan oleh Bupati, setel.ah diusulk.an oleh Badan; 

e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf d disampakan 
epada Wajib Pajak paling lambat (tiga] hani kerja sejak diterbitkan; 

f. Keputusan Per betula Ketetapan Pajak atau Keputusan er betulan 
Tagihan Pajak yang menyebabkan BPHTB terutang bertambah, harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejal 
diterima, 

g. Dengan diterbitkannyd Keputusen Pembetula Keteta pan Bea 
erole han Hak ata Tarah dan Bangunan atau Keputusan Pembetulan 
Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan maka Surat 
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan urang 
Bayar, Surat etetapan Dea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan 
Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas 
Tanh dan Bangunan sermula dibatalk.an dan disimpan sebaga arsip 
dalam administrasi perpakan, dan diberi tanda slang dan paraf 
serta dicanturk.an katakata Diba talk.an"; dan 

h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Bupati segera 
menerbitkan Keputuan Penolakan Perbetulan Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau Surat Tagihan Bea 
Perolehan Hak ata Tanah dan Bangunan 

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan keputusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} kepada Kepala Badan 

(4] Contoh bentuk dan isi permohonan pembetulean, Keptusan Pembetula, 
Keputusan Penolakan Pembetulan se bagaiman tercantum dalam 
Lampiran Ill huruf A, huruf B dan huruf C Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pergurangan 

(I) Bupati dapat memberikan pengurangan terhadap besarnya BPHTB yang 
terutang dalarm hal 



a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objel 
pajak, yaitut 
• Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah 

dan/atau bangunan karena waris dan ibah wasiat diberikan 
pengurangan sebesar 50% dauni BPHTB yang terutang 

2Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tan.ah 
dan/atau bangunan karena hibah dari orang pribadi yang 
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat e at.as atau satu deraj.at ke bawah a0al 
suami/istri diberikan pengurangan sebesar 50% dauri BPHTB yang 
terutang dan 

3. Wajib Pajak tidak mampu secara ekonorris yang memperoleh hak 
baru melalui program pererintah di bidang pertanahan diberikan 
pengurangan sebesar 75% darn BPHTB yang terutang 

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-s bab 
tertentu, yaitut 
• Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan 

melaluj pembelian dai hail ganti rugi pemerintah yang nilai ganti 
ruginya di bawah NOP PBB tabun perolehan diberikan 
pengurangan sebesear 50% dauni BPHTB yang tertang 

2. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomni dan 
moneter yang berdampak luas pad.a perekonormian nasional 
seingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usa ha 
dan/atau utang usat.ha sesuai dengan kebijaksanaan pemerin ta.h 
diberikan pengurangan sebesar 75% dart BPHTB yang terutang 

3. Wajib Pajak Badan yang melakukan pengsabungan usaha (merger 
atau peleburan usaha (konsolid.ai) dengan atau tan pa terle bih 
dahulu mengadaka likuidasi dan telah memperoleh keputusan 
peretjuan penggunaan Nilai Buku dalam rang8a penggabungan 
at.au pele buran usaha dari pejabat berwenang diberikan 
pengurangan sebesar 50% dari Bp4TB yang terutang. 

4, Wajib Pajak yang memperoleh hake atas tarah dan/atau bangunan 
yang tidak berfungsi lagi seperti semula, yang disebabkan karena 
bencana alarm atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, 
tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara 
diberikan pengurangan sebesar 50% dal BPH TB yang terutang 

5. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan 
pNS, Purnawirawau TNI/POLRI atau janda/dude TNI/POLRI yang 
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas 
pemerintah diberikan pengurangan sebesear 75% dari BP4TB yang 
er tang 

6. Wajib Pajak Badan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPIN 
yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam rangka 
pengadaan perumahan bagi anggota ORPR/PNS diberikan 
pengurangan sebesar 75% dani BPHTB yang terutang. d.an 

7 Waji Pajak Bladan yang memperoleh hake atas tanah dan /atau 
bangunan melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah dan/atau 
bangunan untuk peningkatan akses permodalan program 
pemberdayaan usaha keeil dan menengah diberikan pengurangan 
sebesa 75% dari BPHTB yang terutang. 



Dikecualikan sebagai objek BPHTB adalah tanah dan/atau bangunan 
yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata- 
mata tidak mencari keuntungan antara lain panti asuhan, pant jompo, 
rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukaan meneari keuntungan, 
rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyaura.at 
dikecualikan sebagai objeke BPHTE. 

Pemberian pengurangan sebagaimana dim.aksud dalam Pasad 21 diatur se baga 
berikut; 
a. Untuk pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (I huruf 

a angka I, angka 2 dan angk 3, diberikan secara langsung tanpa melalui 
pengajuan dani Wajib Pajak; dan 

b. Untuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasad 2l ayat (I) huruf 
b, dapat diberikan apabila adanya pengajuan dari Wajib Pajak dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bu pati 

Pad 23 

(I) Tata car pengayuan pengurangan diatur sebagai berikut 
a. Permohonan pengurangan diajukin secara tertulis dalamn bahasa 

Indonesia disertai alasan dan bukti jelas yang mendukung 
permohonan, dan haurus ditandatangai oleh Wajib Pajak. 

b. Persyaratan perrohon.an pengurangan meliputi 
1 $98PD Bp4TB yang diajukan pengurangannya; 
2. Fotocop sppr PBB tahun terutangnya BP4TB atau Surat 

Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh 
instansi berwenang ata NOP thun se belumnya, 

3. Fotocopy KTP/SIM/KK Wajib Pajak; dan 
4. Fotocopy dokumen pendukung lainnya sesuad dengan jemis 

perole han ha.k 

e. Permohonan pengurangan disampailan paling lam bat 3 (tiga) bulan 
eja.k sat terutangnya BP4TB 

(2) Bupati dalam waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 
permohonan pengurangan harus memberikan keputusan atas pengay an 
Wajib Pajak 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud peada ayat [2) dapat berupa 
mengabulk.an sebagan, menga bulk.an seluru hnya atau menola.k 

(4) Apabila dalam waktu sebagaimana diraksud pada ayat (2) telah 
terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, ma a 
permohonan pengurangan terse but diarnggap dikabulkan dan Bu pati 
harus menerbitkan keputusan sesua penmohon.an Wajib Pajak dalan 
jangka waktu paling lama l (satu) bulan terhitung sejak batas waktu 
berak hir 

(5] Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan se bagaimana dimaksud 
pada ayat (l] tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak per 
dipertimbangkan, dan Badan mengembahikan permohonan terse but. 



(6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan keputusan 
se bagaimnana dim.aksud pada ayat (3 kepada Kepala Badan. 

(7) Contoh bentuk dan isi permohonan pengurangan, Keputusan Pemberian 
Pengurangan, Keputusa Penolaka Pengurangan se bagaiman.a 
tercantum dalam Lampira Ill huruf D, huruf Edan hurf Peraturan 
Bu pati ini 

BAB VIII 

KEBERATAN DAN BANDING 

(l) Wajib Pajak dapat megajulan keberatan hanya kepada Bupati atas 
suatu Surat Ketetapan Pajak. 

(2 Bupati memunjuke Kepala Badan untuke memproses penyelesaian 
keberatan se bagairana dimaksud pada ayat (l4 

(I) Keberatan hanya dapat dilakukan apabila Wajib Pajak telah membayar 
paling sedkit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak 

(2] Tata cara permohonan keberatan adalah sebagai berikut 
a. Permohonan diajukan secara tertuhis dalam bahas Indonesia dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas dan bukti pendukung yang lengkap 

b. Dalam hal pengajuan keberat.an ilakukan 
ecar jabatan, Wajib Pajak harus 
ketidakbenaran ketetapan pajak terse but; 

c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan 
a pa bila permohonan keberatan dikuasakan kepada pihake lain harus 
dengan melampirks Surat Kuas; dan 

d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Keteta pan 
Pajak dan untuk satu mas.a pajak atau satu tahun pajak dengan 
melam pirkan feotocopy Surat Ketetapa Pajak terse but; 

(3) Permohonan keberatan diajukan dalarm jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tangga Surat Ketetapan atau tanggal pemotongan ata 
pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu terse but tidak dapat dipenu hi karena di luar kekuasaannya 

(4) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan 
keberatan sbagaimana dimnaksuad pada aryat (3) da pat diajukan dalarn 
jangka waktu lebih dai 3 (tiga bulan. 

(I) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan teta pi 
masih dalam jangka waktu sebagairmana diraksud dalam Pasal 25, 
Badan dapat memints Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan 
terse but. 

atas ketetapan pajak 
dapat membuktikan 



(2) Dalam hal pengajua keberatan meerlukan pemeriksaan lapangan, 
ma.ka Badan dapat melaksanakan pereniksaan la pagan dan has.lnyit 
dituangkan dalam Laporan Hasi Pereriksaan Lapa.ngan 

(3] Berdasarkan hasil pembahasan terhadap keberatan pajak dan/atau 
La poran Hasil Pemeniksaan Lapangan serta pertimbangan tertentu, Badan 
mengusulkan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan 

(4] Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dapat berupa menera 
seluruhnya atau sebegian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang 
terutang 

(5 Apa bila dalam jangka waktu le bih dari 12 (dua belasj bulan sejak tanggal 
Surat Keberatan diterima Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka 
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan 

Dalam had Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan at.as 
jumla.h Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertang.sh 
sampai dengan l (satu) bulan sejak tangga] penerbitan Surat Keputusan 
Kebertan 

(l) Jika pergajuan keberatan se begaimanae dimaksud dalam Paa 26 ayat () 
dikabulkan seluruhnya atau sebagian, kele bihan pembayaran pa)a.l 
dikembalikan dergan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dun persen) 
ebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

(2) Imbalan bunga se bagaimana dimaksud pada ayat (l dihitung sejak bu lan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perole han 
Hak atas Tana.h dan Bangunan Lebih Baar 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 
Pajak dikenadi sanksi administratif berupa denda se bear 50% (lira puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasaran Keputusan Keberatan dikurang 
dengan pajak yang telah dibayar sebeluam mengajukan keberatan. 

(4) Dalam had Wajib Pajak mengaju.kan permohonan banding, sanks! 
administrasi berupa denda sebes 50% (lira puluh persen] sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3 tidak dikenakan 

Contoh bentuk dan isi Permohonan Keberatan, eputusan Keberatan dan 
eputusan Penolakan eberatan sebagairnana tercantuan dalarm Lam piran l 
huruf A, huruf B dan huruf C Peraturan Bupati ini 

Bagian Kedua 
Banding 

(I Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenadi keberatan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 



(2 Tata cara pengajuan banding sec bagairmana dimaksud pada ayat (I) adala 
se bagai berikeut ; 
a. Permohonan banding diajukan secara tertuis dalam bahasa Indonesia 

disertai dengan alasan yang jelas; dan 
b. Permohonan banding diajukan dalam janglka waktu 3 (tiga) bulan 

sejak keputusa Keberatan diterima, dengan melarpirk.an salinan 
Keputusan kKeberatan terse but 

(3) Pengajuan permohonan banding menargguhkan kewajiban membayar 
pajak sarpai dengan l (satu] bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

(4) Keputusan Pengadilan Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau 
se bagian permohonan banding, atau menolak permohonan banding 

Pasad 3l 

(I) Jika permohonan banding sebagaimana diraksud dalam Pasal 0 ayat [4) 
dikabulkan seluruhnya ata sebagian, elebihacn pembayaran paal 
dikembaikan dengan ditarbah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
e bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I dihitung sejak bulan 
pelunasan samped dengan diterbitkannya Surat Keteta pan Bea Perolean 
Hak atas Tanah dan Bangunan Le bih Bayar 

(3] Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
ebagian, Waib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 
100% (seratus persen dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum menga) ukan 
keberatan. 

(1 Terhadap satu Keputusan keberatan diajukan l (satu) Surat banding 

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyatan Pencabutan Banding 
kepada Pengadilan Pajak 

33) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dafT 
daftar sengketa dengan 
a. Penetapan Ketua Pengadila Pajak melalui Surat Pernyataan 

Pencabutan yang diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan 
b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam 

Surat Pernyataan Pencabutan di jukan dalam sidang atas persetuyuan 
terbanding 

BAB IX 

PENAGIHAN 

(1 9pus yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Ha.k 
atas Tana.h dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolchan 
Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Keputusan Perbetulan, 
Keputusan Keberatan mau pun Putusan Banding yang tidak atau kurang 
dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat 
Paksa. 



[2) Penagihan dengan Surat Paksa dilakesanakan berdasarkan peraturan 
perundangundangan. 

(3] Contoh bentuk dan isi Surat Pakesa sec bagaimana tercantum pad.a 
Lam pirun V Peraturan Bu pati ini 

BAB X 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

(I Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kele bihan 
pembayaraen BPHTB kepada Bupati melalui Badan 

(2) Pengembaian kelebihan pembayaran sebagairman.a dimaksud pada aya 
(I)dapat diberikan apabila 
a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari BPHTB yang 

sharusnya terutang dan 
b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang 

(3] Tata care pengajuan permohonan pengem balian atas kele bihan 
pembayaran BPHTB adalah sebagai berikut; 
a. Perrohonan diajukan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

alasan yang jelas, menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran, an 
ditandatangani diatas materai oleh Wajib Pajak; 

b. Melampirkan bukti asli $9PD 9P4TB; 
e. Melampirkan photocopy Identitas Wajib Pajak TP Wajib Pajak; 
d. Melampirkan dokumen pendukung lainnya Yang terkait dengan 

pemindahan hake; dan 
e, Permohonan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak saat 

timbulnya kelebihan pembayaran 

(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagamana dimak sud 
pada yat (3) tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak perlu 
dipertimbangkan, da Sadan harus mengembalikan permohonan 
terse but 

(I) Badan atas nama Bupati harus membenikan keputusan dalam jangka 
waktu paling lama 12 (du belas] bulan sejak diterimanya perrohonan 
pengembalian kele bihan pembayaran sbagaim.an.a dim.al.sud dalam sal 
34. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimanae dimaksud pada ayat (I) telah 
dilampau dan Bupati tidak membenikan suatu keputusan, 1aka 
permohonan pengembealian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan 
da Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih 
Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan 

[) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daera.h lainnya, kelebiham 
pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang pajak terse but. 



(4) Pengembalian kelebihan permbayaran dilakukan dalam jangka wakt 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar melalui mekanisme 
sesuai ketentuan pengelola.an keuangan daerah 

(5 Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah le wat 
dari 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebegar 2% (dud 
persen] sebulan at.as keterlam bat.an pengembalian kele bihan pembayarat 
BPHTB. 

(6) Contoh bentuk dan isi Permohonan Pengembalian Kele bihan Pembayaran 
dan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h dan Bangunan Le bih 
Bayar sebagaimana tercantume dalam Lampir VI huruf A dan huruf D 
Peraturan Bu pati ini 

BAB XI 
PENGHAPUSAN PIUTANG BPHTB 

(I) Piutang BPHTB yang tidak mungkin ditagih karena ha.k untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan 

2) Kedaluwarsa penagihan Pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (l 
tertagguh apabi~la 
a. Diterbitkasn Surat Teguran dan /atau Surat Paks, atau 
b. Ada pengakuan tang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun 

tidak langsung 

(3) Pengak uan tang Pajak secara laungwung sebagadmana dimaksud pad.a 
ayat (2) huruf b merupekan Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai tang Pajak dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Dara.h 

(4) Pengakuan tang Pajak secara tidak langsung bagaimana dimaksuad 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penunda.an pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa s bagaiman.a 
dimaksuad pada ayat (2) hurufa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejal 
tang.gal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa terse but 

(6) Dalam hal ada pengakuan tang Pajak dari Wajib Pajak sebagainana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b kedalurwarsa penagi han dihitung e)al 
tanggal pengakuan terse but 

(I) Piutang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (lH 
merupakan piutang yang jumlahnya mash harus ditagih sebagaiman.a 
tercantum dalam Surat Ketetapan Be Perole ha Hake atas Tanah dan 
Bangunan Kurang Bayar, Surat Keteta pan Bea Perolehan Ha.k atas Tan.ah 
dan Bangunan urang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan 
Ha.k atas Tanah dan Bangunan, Keputusen Pembetulan, Keputusan 
Keberatan dan Putusan Banding, yang meliputi pokok dan kenaikan, 
bunga dan/atau denda 



[2) Tata cara penghapusan piutang sebagairana diraksud pada ayat (l) 
diatur sebagai berikut; 
a. Badan melakukan inventarisasi terhadap piutang. 

b. Menyusun daftar piutang yang sudah kedaluwarsa, 
e. Melakukan penilaian terhadap kewaaran da kelayakan piutang yang 

kedaluwarsa melalui peneitian setempat dan/atau penehitian 
administrasi; 

d. Menyusun daftar usulan penghapusan piutang yang sudah 
kedaluwars.a kepala Bu pati; dan 

e. Bupati menerbitkan Keputusan Penghapuse Piutang yang sud.ah 
kedaluwars.a 

(3] Contoh bentuk dan isi Keputusan Penghapusan Piutang sebagaimana 
tercantum dalam Laumnpiran VII Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
PELAPORAN 

(I) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yan8 
membidangi pelayanan lelang Negara ela pork.an pembuatan akta tanah 
atau risalah elang perolehan hak atas taunah dan /atau bangunan kepada 
Bupati paling lambat tanggal ( sepuluh ) bulan berikutnya 

(2) Lapora sebagairana dimaksud pad.a ayat (l) ekurang-kurangnya 
memuat nomor dan tangqa} akta/ris.aah elang/surat keputusan 
pemberian hake atas tana.h den/atau bangunan, status hak, letak tana 
dan/atau bangunan, luas tanah, luas bangnan, nomor dan tanggal SP'T 
PBB, NJ0P PBB, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan alamat piha 
yang mengalihkan hak, jenis perolehan hak, serta tang8al da 
jumlah setoran BP4TB. 

BAB XIII 
KETENTUAN TAMBAHAN 

(l) Besarnya BPHTB yang terutang untuk semua jenis perahihan/ permindahan 
hak atau perolehan/ pemberian hak baru at.as tanah dan/atau bangunan 
yang NPOP-ya didasarkan pala nilai pasar, ditentukan dengan cara 
melakukan penilaian yang wajar terhadap keadaan objek pajak pada saat 
pendaftaran BPHTB yang terutang diterima oleh Badan 

(2) Penilaian yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat () meliputi 
penilaian atas tanah dan/atau bangunan yang terda pat pada objek pajak 

(3 Penilaian sebeagairman.a diraksud pada aryat (2) dilakcukan oleh tenaga 
perilai sesuai dengan kompetensi yang diriliki 

(l) Perolehan atas Hak Guna bangunan (HOB] di atas Hak Pengelolaan 
Lahan (HPL tetap dikenakaun BPHTB 



(2) Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan 
(HPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang dilaksanakan 
sebelum maupun setelah berakhirnya masa HGB sepanjang tidak terjadi 
perubahan nama maka tidak dikenakan BPHTB. 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 41 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas 
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Bea Perolehan 
Hak atas Tarrah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
2013 Nomor 416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 42 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 29 Desember 2016 

BUPATI SAMBAS 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
Pada tanggal 29 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 29 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN , UKUM DA, PERUNDANG-UNDANGAN 

MARIANIS 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 



PENJELASAN 
PERATURAN BUPATT SAMBAS 

NOMORA TAHUN 2016 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

I. UMUM 

Peraturan hupati Sambas Noor 3I Tahu 2013 tentang Petunjuk Teknis 
Pemungutan Bea Perolehan Mak atas Tana.h dan Bangunacn (BPHTB] 
disusun untuk member.an pedoran teknis dalam pelaksanaan 
pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan, se bagaimano 
yang diamanatkaan dala Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Noror 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sambas Normor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah abupaten Sambas Noor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah 

Dalam pelaksanaan pemungutan BHTB yang telah berlangung. terdapat 
beberape hal yang menjadi baha evaluasi se hingqa materi yang tereantum 
dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 3I Tahun 2013 perlu untuk diatur 
kembali maupun diganti. Selanjutnya penambaha mateni yang cup 
penting juga diatur dalam Ketentuan Tambahan yang belum terdapat 
dalam Peraturan Bupati sebelumnya. Materi dimaksud berkaitan dengan 
dasar pengenaan Pajak BHTB sebagaimana diamanatlan dalam Undang 
Undang Nomor 28 Tahu 2009, bahwa penetapan dasar pengenaan Paa. 
merupaka kewenangan Pemerintah Daerah. Untuk ifu dalam Peraturan 
Bupati ini ditegaslan bahwa dasar pengenaan Pajak 9PHTB yang 
penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP-nya did.asarkan pada nla 
pas@r, ditentukan dengan cars melakukan perilaan yang wajar terhadap 
keadaan objek pajak pada sat pendaftare 9p4TB iterima oleh Bad an 
baik penilaian atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat pada objek 
pajak yang bersangku tan 

Perubahan peraturan yang lebih tinggi juga menjadi dasar dari 
penyusunan Peraturan Bupati ini, antare Peratura Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang etentuan Umum Dan Tata Cara 
emungutan Pajak Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nonor 91 Thun 2010 telah memberikan pedoman 
yang lebih jels berkaitan dengan teknis pemungutan Pajak Daerah 
Disamping tu perubahan struktur organises perangkat daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentuan dan Suran Perangkat Daerah Kabupaten 
Sambas juga merubah fungsi dan tugas dari masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah yang ada 

Dergan pengaturan kembali maupun penggantian beberapa matent yang 
terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati ini serta penyesuaian terhadap 
ketentuan peraturan yang le bih tinggi, diharapkan dapat memberikan arah 
dan batasan yang le bih jelas dan pelaksanaan pemungutan BPHTB ebagai 
salah satu sumber penerimaan dari sektor Pajak Daerah memiliki pedoman 
yang lebih baik dari sebelumnya 



II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 Ayat (2) 

Pasa 2 

Pasal 3 

Pasal 4 Ayat () 

Ayat (2) 

Pasal 5 

Peal 6 

Pasal 7 

Pasad 8 

Pa.sad 

Paa IO 

Pasal l 

Pasad 12 

Pasad 13 

Pasad 14 Ayat (I) 

Awat (2) 

Pal 15 

Pasad 16 

Paa 17 

Pasal I 

Pasal 19 

Pasal 20 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan hubungan keluanga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke a ta 
ataa satu derajat ke ba wah adalah hubungan 
sedarah antara orang tua dan an.ak/ an.ak dan orang 
tua, tidak termask hubungan antara kakek /nenek 
dan cucu, atau kakak dan adikadik dan kakak 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Cukp jelas 

Cukup jelas 

; Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Yang dimaksud dengan bukti tanda lunas 
pembeyanan BP4TB yang tertang adalah blanko 
$9Pp p4TB/88PD ang telah dicap lunas oleh bank 
tempat penyetoran, atau bukti transfer rekerning yang 
dikeluark.an oleh bank tempat penyetoran 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 



Pasal 22 

Pasal 25 

Pasal 26 

Pasad 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasad 3l 

Pasad 32 

Paa 33 

Pasal 34 

Pa.sad 35 

Pasal 36 Ayat (I 

Awat (2l 

Ayat (34 

Ayat () 

Ayat (5) 

Ayat (6l 

Pasa 38 

Pasal 39 Ayat (I) 

at (2l 

Ayat (3 

Cukup jelas 

. Cukup jelas . 
Cukup jelas 

. Cukup jelas . 
Cukupjelas 

Cukup jelas 

. Cukup jelas . 
Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan kedaluwarsa penagi han 
adalah piutang Pajak yang telah melampau waktu D 
(hima) tahun terhitung seja.k saat terutangnya Pajak, 
kecuai Wajib Pajak melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan daera.h 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan penilaian yang wajar adala.h 
penilaian yang dilakukan terhadap objek Pajak 
dengan memperhatikan keadaan/kondisi yang 
ebenarnya terdapat pada objek Pajak saat 
pendaftaran BPHTB dilakukan, dengan menggunakan 
metode tertentu yang ditetapks oleh Bad.an 

Cukup jelas 

Cukup jelas 



Paseal 40 

Pasal 4l 

Pasal 42 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 
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B. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN 

SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangaen dibarwah ind 

Nama Wajib Pajak 

Alamat • 

Dea / Keluraha.n ' 
Kecamatan 

Kabupaten / Kota 

No. Telepon / HP 

oksi Objek Paja 

NOP PB 

Dengan ini menyataan bawa em data yang$aya sap0i.kn s bag 
kelengkapan dokumen perolehan hak at.as tanah dan/atau bangunan untuk 
keperluan peneliti $9PD 9p4TB Adalah benaur dan ssuai dengan kea.de.an 
yangsesuanguhny, dengan ketentun 

I. Apabila dikemudan hani berdaarkan hail perenksaan atau keterang.n 
lain ternyata jumlah 99HT8 yang terutang tidake atau kurang dibayar, 
ma.a say al.an me lunati kekeurang.n terse but berdasarkan Surat 
Ketetapen 994TB urangg Bary.ar yang diterbitken ssuai ketentuan yang 
berlaku 

2. Dant apa boila dike mud ian hari ditemukn data baru da/atau data yang 
semula belumn terunglap yang meryebablean penambah.an fur.Lah 9HTS 
yang terutang ma.k.a say a.an me ludi kekuran@an terse but 
berdasarkan Surat Ketetaper BP4TE urarg Bayer Tar baha.n yang 
diterbitkan stsua ketentuan yang berleak u 

.................... . 
Yang membuat pernyatan, 

Kus.a Wa jib Pajak 

' ' 



C. CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT KUASA 

SURAT KUAS 

Saya yang bertanda tang dibawa.h ini 

Yang selanjutnya die but PIHAK KEDUA, 

Den@an ii PIHAK PETAMA memberilaun kuas kepea PHAK KEDUA untu 
menghadap instansi/ pejabat yang berwenang, serta menandatangan 
dokumen lain yang dianggap perlu dalam rangka pengurusarn validai 88PD 
BPHT. 

Demian Surat use ini dibuat tanpa adnya tekanan dari piha.k mama pun 

Yang Menerima Kua 
PIHAK KEDUA 

Yang Memberi Kuasar 
PIHAK PERTAMA 

( . .. .... I ( ... .. ) 



D. CONTOH PERHITUNGAN BPHTB YANG TERUTANG 

Nyonya Elly membeli sebidang tanah di Kecamatan Tebas tepatnya di Desa 
Tebas Sungai, dengan luas 596 m3 yang di atasnya berdiri bangunan 
dengan luas 80 m3. Menurut Nyonya Elly Tanah tersebut dibeli dengan 
harga Rp. 85.000.000,00. 

Selanjutnya Nyonya Elly mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan 
dengan sertifikat atas namanya sendiri. Dari transaksi tersebut perhitungan 
BPHTB yang terutang atas nama Wajib Pajak Nyonya Elly adalah sebagai 
berikut: 

- Nilai transaksi (hargajual beli) Rp. 85.000.000,00 
Maka NPOP Rp. 85.000.000,00 
NPOPTKP Rp. 60.000.000,00 

NPOPKP 
TarifBPHTB 
BPHTB yang terutang 

Rp. 25.000.000,00 
5% 
Rp. 1.250.000,00 

Jadi BPHTB yang harus dibayar oleh Nyonya Elly adalah sebesar Rp. 
1.250.000,00 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HU UM DAN PERU NG-UNDANGAN 

MARIANIS 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 
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B. CONTOH PERHITUNGAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR 

Pada awal bulan April 20xx Nyonya Elly membeli sebidang tanah di 
Kecamatan Tebas tepatnya di Desa Tebas Sungai, dengan luas 596 m yang 
di atasnya berdiri bangunan dengan luas 80 m.3. Menurut Nyonya Elly 
Tarah terse but dibeli dengan harga Rp. 85.000.000,00 
Berdasarkan pemeriksaan terhadap S9BP BHTB yang disampaikan 
ternyata jumlah yang dibayarkan tidak sesuai, dima gpHTB yang dibayar 
hanya scbesar R. L ,000 000,00. AtAs kekurangan terse but pada akhir awal 
bulan Mei 20x diterbitkaa Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tana.h 
dan Bangunan urang Bayar, se hingga perhitungan BPHTB terutang a8 
harus dibayar adalah sebagi berikut 

Nila transaksi (harga jual belij Rp 
Mala NpO Rp 
NPOPTKP Rp 

85.000.000,00 
85.000.000,00 
60.000.000,00 

NPOPKP 
Tanif BPHTB 
BpHT yang terutang 

Rp. 25.000.000,00 
: 5% 

Rp. 1250.000,00 

Dari kewajiban sebear Rp. 1,250.000,00 terse but Nyonya Elly hanya 
membayar sebesar Rp. L .000.000,00, shingga terdapat kekurangan sebesar 

• BP4TB yang terutang . Rp 1.25$0.000,00 . 
• BPHT yang dibayar Rp 1.000.000,00 

Kekurangun BP4TB Rp 250.000.00 

Sanksi administrasi burga 
Rp. 250.000,00 x 2% I bulan . Rp 5.000,00 . 

Jumlah kewajiban BPHTB terutang seluruhnya menjadi; 
Kekurangan BPHT yang dibayar Rp.250.000,00 
Sanksi administrasi bung Rp. 5000.0O 

Jumlah seluruhnya : Rp. 255.000,00 

Judi BPHTB terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hake atas Tana.h 
dan Bangunan urang bayar yang harus dibayar oleh Nyonya Elly adala 
sebesar Rp. 255.000,00 
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D. CONTOH PERHITUNGAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANOUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN 

ada awad bula April 20%ex Nyonya EI membeli sebidang tanah di 
Kecamatan Tebas tepatnya di Desa Tebas Sungai, dengan luas 596 m3 yang 
di atasnya berdiri bangunan dengan luas 80 .3. Menurut Nyonya Elly 
Tarah terse but dibeli dengan harga p. 85.000.000,00 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap 89BP BPHTB yang disampaikan 
ternyata jumlah yang dibayarkan tidak ssuai, dimana BPHTB yang dibayar 
hanya sebesar Rp. L.000.000,00. Atas kekurangan tersebut pada akhir awal 
bula Mei 20xx diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hake atas Tarah 
dan Bangunan Kurang Bayar. Disarm ping itu berdasarkan data baru yang 
diperoleh dan belum terungkap sebelumnya ternyata harga juad beli atas 
tanah terse but adalah sebsar Rp. 120.000.000,00 

Sehingga perhitungan BPHTB trutang yang harus dibayar adalah sebaga 
berkut; 

Nilai transaksi (harga jual beli) Rp 
Maka NPOP Rp 
NPOPTKP Rp 

85.000.000,00 
85.000.000,00 
60.000.000,00 

NPOPKP 
Tarif BPHTB 
BPHTB ang terutang 

• Rp. 25.000.000,00 
· 5% 

Rp. 1250.000,00 

Dari leewajiban sebear Rp. 1.250.000,00 terse-but Nyonya Elly hanya 
membayar sebear Rp. L,000.000,00, sehingga terdapat kekurangan 
sebesart 

9pTB yang terutang Rp 1.250.000,00 
BPHTB yang dibayar Rp 1.000.000.00 

Kekurangun BP4T Rp 250.000,00 

Sanksi administrasi bunga 
Rp. 250.000,00 2% I bulan ' Rp 5.000.00 

Data baru yag diperoleh harga transaksi juad behi yang sebenarnya adala.h 
Rp. 120.000.000,00. Jumlah sanksi administrasi adalah sebagai berikut 

Harga transaksi sebenarnya Rp. 120.000.000,00 
Maka NOP Rp 120.000.000,00 
NPOFTP Rp60.000.000.00 

NPOPKP Rp. 60.000.000,00 



Tarif BPHTB 
BPHTB yang terutang sebenarnya 
BPHT yang telah dibayar Rp 

Rp 
1.250.000,00 

3000 000,00 

Selisih PHTB yang terutang : Rp. 1,750.000,00 

Tmbahan sanksi administrasi kenakan 
- Rp. 1.750.000,00 100%x 1 bulan Rp. 1,750.000,00 

Sehingga jumlah BPHTB terutang yang harus dibayar seluruhnya 
- Kekurangan setoran BPHTB terutang Rp. 250.000,00 

Sanksi bunga Rp 5.000,00 
Tambahan BPHTB terutang Rp. 1.750.000,00 
Sanksi kenaikan R. 1,750.000,00 

Jumlah BPHTB terutang menjadi Rp. 3.755.000,00 

Jedi 9HT erutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hal atas Tana.h 
dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan yang harus dibayar oleh Nyonya 
Elly adalah sebear Rp. 3.755.000,00 



E. CONTOH BENTUK DAN ISi SURAT TAGIHAN BPHTB 

STBPHTB 
SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK No. Urut 

KOPSKPD ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
Masa Pajak: ............... I I I I I I I 
Tahun : ·················· 

Nama : ·································································· 
Alamat : .................................................................. 
NPWPD 

_ 
□ I I I I I I I I /1 I I I I 

Tanggaljatuh tempo 
: 

1. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 telah dilakukan 
penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewaiiban : 

Kode Rekening : ................................................................................ 
Uraian : ................................................................................ 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus 
dibayar adalah sebagai berikut : 
1. BPHTB yang kurang dibayar Rp. 
2. Sanksi Administrasi 

a. Bunga (Psl. 59 (2)) Rp. 
6. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2a) Rp. 

Dengan Huruf] I 

PERHATIAN 
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau ke Kas Daerah ( Bank 

KALBAR) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 
2. Apabila STBPHTB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari seiak STBPHTB ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ner 

............................. , ........................ Tahun ... 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sambas 

( ..................................... ) 
NIP. 

Gunting disini------------------------------------------------------· 

No.STBPHTB 

TANDA TERIMA 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

Tahun . 

Yang Menerima 

( ) 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Kepala Bagian Hu 
ai Dengan Aslinya 

m dan Perundeng-bndangan -= 
.----- 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPAT1 SAMBAS 
NOMOR 29 TAHUN 2016 
TANG9AL 29 Desember 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUINAN 

A. CONTOH BENT'UK DAN ISI PERMOHONAN PEMBETULAN BPHTB 
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B. CONTOH BENT'UK DAN IS! KEPUTUSAN PEN'BET'ULAN BPHT 
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C CONTOH BENT'UK DAN II KE.PU'TU'SAN PE.NOLAAN PEMBETULAN 9HT 
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D. CONTOH BENT'UK DAN ISI PERM OHO'NAN PE.NGURA.NGAN BHTB 
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E. CONTOH BENT'UK DAN ISI ETU.SAN PENGURANGAN BP/TB 
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F. CONTOH BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGURANGAN BPHTB 

KOP BUPATI 

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR: . 

tentang: 

PENOLAKAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGUNAN 

Membaca Surat Permohonan Norn or . 
Tanggal . 
Atas Nama .. 
Alamat 

Menimbang 

Mengingat 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan 

' PERTAMA Menolak Surat Permohonan Nomor ............8.......8...........0..................... 
tanggal .. 
Atas Nama .. 
Alamat 

Alamat Objek Pajak 

KEDUA 

KETIGA 

Objek Pajak Perolehan Hak : . 
Jenis Perolehan Hak .. 
Berhubung .. 

Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah 
ditetapkan sebagaimana terlampir . 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan seperlunya. 

Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

BUPATI SAMBAS 

································· 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

· 'a 

-UNDANGAN 

MARIANIS 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPAT SAMBAS 
NOMOR 29 TAHUN 2016 
TAN6GAL 29 Desember 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNOUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
ANGUINAN 

A. CONTOH BENT'UK DAN ISI PERMOHONAN KEBERATAN BPHT 
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LAMPTRANV PERAT'URAN BUPATT BAMBAS 
NO4ORR 29 TAHUN 20I6 
TANGAL 29 ber 2016 
TENTANG PETUNJUK TENIS PE.MUN(UTAN 
BEA PEROLEHAN HA AAS TANAH DAN 
BA.NOUNAN 

CONTOH BENTUK DAN ISI SURAT PASA 
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LAMPMAN VI PEAT'URAN BUPATT SAMAS 
NOMOR 29 TAHUN 206 
TANOOAL 29 Dember 2016 
TENTANG PETUNJU TENIS PE MUNGUT AN 
BEA PEROLEHAN HA ATAS TANA DAN 
BANGUNAN 

A. CONTOH BENT'UK DAN ISI PERMOHONAN PE.NOEM BALIAN 
KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB 
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LAMAN VII PE.RAT'URAN BUPATT SAMBAS 
NO4OR 29 TAUN 206 
TANGGAL 29 De 1beer 2016 
TENTANG PETUNJUK TENIS PEMUNGUT AN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
A NOU NAN 

CONTOH BENT'UK DAN ISI KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG 

OP BUPATT 

EPUT'USAN UPATI SAMBAS 
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